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Tax planning, PPh 21, income tax, gross-up method

erkembangan perekonomian di Indo-
nesia tidak diragukan lagi akan selahui
diikuti oleh kebijakan-kebijakan di
bidang perpajakan. Jika para pembuat
kebijakan membuat kebijakan yang berubah-
ubah,paraWajibPajak(WP)akanmwmui
hambatan untuk memiliki gambaran yang jelas
atas pengaruh peraturan Pajak tersebut terha-
dap usaha yang mereka jalankan. Pada tanggal °
23 September 2008, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru,
yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ten-
tang perubahan keempat atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2009,
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Dari segi ekonomi, pajak
merupakan pemindahan sumber
daya dari sektor privat (perusa-
haan) ke sektor publik. Peminda-
han sumber daya tersebut akan
mempengaruhi daya beli (purchia-
sing power) ataupun kemampuan
belanja (spending power) dari sektor
privat. Agar tidak terjadi
yang serius kepada jalannya peru-
sahaan, maka pemenuhan kewaji-
ban perpajakan harus dikelola
dengan baik (Hutagaol, 2003).

Bagi Negara, pajak adalah
salah satu sumber penerimaan
penting yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran Negara,
baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan. Seba-
liknya bagi perusahaaan, pajak
merupakan beban yang akan
mengurangi laba bersih, sehingga
perusahaan mempunyai kecende-
rungan untuk membayar kewaji-
ban pajak dengan jumlah semini-
mal mungkin (Markus, 2004).

Usaha pengurangan atau
penghematan beban pajak dapat
dilaksanakan dengan cara mulai
dari yang masih ada dalam bingkai
Peraturan Perpajakan sampai pada

ang melanggar Peraturan Peme-

immgh Upaya dalam melakukan
penghematan pajak secara legal
dapat dilakukan melalui manaje-
men pajak (fax management). Mana-
canaan pajak (fax planning), pelak-
sanaan kewajiban perpajakan (tax
implementation), dan pengendalian
pajak (tax control).

Perencanaan pajak merupa-
kan langkah awal dalam penghe-
matan pajak. Tujuan dari perenca-

— T T e,

naan pajak adalah merekayasa agar
beban yang ditimbulkan dari pajak
dapat ditekan serendah mungkin
dengan memanfaatkan peraturan
yang ada. Perencanaan pajak dapat
berkonotasi positif sebagai peren-
canaan pemenuhan kewajiban per-
Pajakan secara lengkap, benar dan
tepat waktu sehingga dapat meng-
hindari pemborosan sumber daya
secara optimal (Niswonger, 1999).
Penelitian ini membahas
tentang perencanaan pajak dengan
setting pada Rumah Sakit Siti
Aminah Surabaya, yang bergerak
di bidang jasa pelayanan masya-
rakat, khususnya di bidang keseha-
fan. Pihak rumah sakit tersebut
berupaya meminimalkan jumlah
Pajak penghasilan yang dibayar
kepada pemerintah dengan cara
perencanaan pajak penghasilan,
yaitu dengan cara memilih bebe-
rapa alternatif metode perhitungan
Pajak yang akan memberi efisiensi
biaya tanpa harus melanggar Pera-
turan Perundang-Undangan yang
berlaku. Pajak penghasilan juga di-
kenakan atas penghasilan yang
diterima oleh karyawan. Dalam
pemotongan Pajak Penghasilan
karyawan, terdapat tiga metode,
yaitu pajak penghasilan karyawan
yangdibayarkan oleh perusahaan
(metode netto), pemberian tunja-
ngan pajak kepada karyawan
(metode gross-up), dan karyawan
mengaggung sendiri beban pajak-
nya (metode gross). Pada penelitian
kali ini, hanya akan membahas
metode netlo dan gross-up PPh
Pasal 21 saja, karena jika menggu-
nakan metode gross maka mengu-
rangi jumlah gaji untuk karyawan.
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Perusahaan pada umumnya
membayar pajak  penghasilan
karyawan (metode mnetto). Pada
perhitungan laba rugi fiskal, pajak
penghasilan karyawan tidak boleh
dimasukkan sebagai unsur yang
mengurangi laba. Hal ini akan
menyebabkan laba perusahaaan
menjadi besar, sehingga otomatis
pajak yang harus dibayar perusa-
haan juga besar. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka pene-
liian ini menggunakan metode
lainnya, yaitu pajak penghasilan
karyawan yang dipotongkan dari
gaji bersih karyawan ditambah
dengan tunjangan pajak. Tunja-
ngan pajak sama besarnya dengan
pajak yang dipotongkan atau diku-
rangkan dan yang dikenal dengan
metode gross-up. Tunjangan terse-
but dapat diakui sebagai biaya,
yang mana dapat mengurangi laba
dan secara otomatis pajak yang
ditanggung oleh badan usaha yang
bersangkutan akan berkurang,
sehingga akan berdampak terha-
dap efisiensi biaya yang maksimal
tanpa mengurangi gaji yang di-
terima karyawan. Perhitungan
kedua metode tersebut menghasil-
kan perbedaan besamya PPh yang
harus dibayarkan.

Sesuai rumusan masalah
yang telah diuraikan, tujuan pene-
litian ini adalah untuk mengeva-
luasi penerapan perencanaan pajak
atas PPh Pasal 21 sebagai upaya
meminimalisasi Pajak Penghasilan
yang terutang pada obyek pene-
litian, yaitu Rumah Sakit Siti
Aminah Surabaya. Manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini,
utamanya, adalah membantu pihak

RS Siti Aminah Surabaya dalam
penerapan perencanaan pajak yang
baik dan tepat, sehingga dapat di-
gunakan sebagai sarana pengenda-
lian bagi pihak manajemen dalam
mengefisienkan Pajak Penghasilan
yang Terutang.
Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh)
merupakan pajak yang dikenakan
kepada Subyek Pajak atas peng-
hasilan yang diterima atau dipero-
leh dalam tahun pajak. Menurut
Undang-Undang No. 36 Tahun
2008 Pasal 4, “Penghasilan adalah
setiap tambahan ekonomis yang di-
terima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun.”

Pengertian pajak penghasi-
lan tercantum pada PSAK No. 46
(IAL, 2009), yaitu pajak yang di-
hitung berdasar Peraturan Perpa-
jakan dan pajak ini dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak Perusa-
haan. dasar hukum pengenaan PPh
adalah Undang-Undang No. 17
Tahun 2000 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1983 tentang Pajak Peng-
hasilan. Mulai tanggal 1 Januari
2009, dasar hukum pengenaan
Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Soemitro, 1993).

Menurut  Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang
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menjadi Subyek Pajak adalah orang
pribadi, warisan yang belum ter-
bagi sebagai satu kesatuan, badan
dan bentuk usaha tetap (BUT).
Menurut Undang-Undang No. 36
Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi
Obyek Pajak adalah penghasilan,
yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, yang dapat di-
pakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut pen-
dapat Waluyo (2008), Pajak Peng-
hasilan Pasal 21 adalah Pajak
Penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pemba-
yaran lain dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri”.

Pengertian Pajak Penghasi-
lan menurut PSAK (IAI, 2009) ada-
lah pajak yang dihitung berdasar-
kan Peraturan Perpajakan dan
dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak.

Sedangkan menurut penda-
pat Mardiasmo (2009), PPh Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain, dengan
nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan, yang
dilakukan oleh orang pribadi.

Dari beberapa definisi ten-

tang Pajak Penghasilan pasal 21,
makna yang terkandung di dalam

definisi tersebut pada dasarnya
adalah sama, yaitu Pajak Pengha-
silan yang dikenakan atas pengha-
silan yang diterima oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi dari kegiatan
yang telah dilakukan berdasarkan
Peraturan Perpajakan berlaku.
Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) ditentukan oleh
status karyawan, dimana status
tersebut ditentukan oleh jumlah
anngota keluarga karyawan, yaitu
mulai dari tidak kawin dan tidak
mempunyai tanggungan, kawin
dan tidak mempunyai tanggungan,
kawin dan mempunyai satu orang

tanggungan, kawin dan mempu-
nyai dua orang tanggungan, dan
kawin dan mempunyai tiga orang
tanggungan.

Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Bowoga (2007), di
dalam tax payroll method, ada tiga
cara pemotongan PPh Pasal 21,
antara lain metode netto, metode
gross, dan metode gross-up. Metode

adalah metode pemotongan PPh
Pasal 21 dimana karyawan me-
nanggung sendiri jumlah pajak
penghasilannya. Metode gross-up
adalah metode pemotongan pajak
PPh Pasal 21 dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang
jumlahnya sama dengan jumlah
pajak terutang karyawan.

Pada penelitian kali ini tidak
membahas metode gross karena

pada metode ini, jumlah gaji yang
diterima karyawan akan berku-
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rang, sehingga akan berdampak
pada penerimaan gaji karyawan.
Sedangkan penggunaan metode
netto dan gross-up tidak mempe-
ngaruhi jumlah gaji yang diterima
oleh karyawan.

Lebih jauh, menurut Supardi
dan Alim (2006), metode netio
adalah metode pemotongan PPh
Pasal 21 karyawan dimana peru-
sahaan menanggung beban pajak
karyawan secara keseluruhan.
Beban pajak tersebut tidak dapat
diakui sebagai biaya dalam per-
hitungan laba rugi fiskal. Karena
dalam metode ini, tunjangan pajak
karyawan tidak dimasukkan seba-
karyawan.

Sementara pada metode
gross-up, Djuanda dan Lubis (2010)
menyatakan bahwa agar Dbiaya
pajak yang dikeluarkan oleh peru-
sahaan bisa menjadi biaya pengu-
rang dalam penghasilan bruto,
maka alternatif manajemen perusa-
haan bagi pajak yang ditanggung
atau yang dibayarkan perusahaan

. dengan i
PPh Pasal 21 di gross-up untuk
menentukan besar tunjangan pajak,
sehingga tunjangan pajak yang
diberikan pemberi kerja besamya
sama dengan pajak penghasilan
yang dibayar oleh pihak penerima
penghasi

Penetapan metode gross-up
ini berdasarkan aplikasi dari Kepu-
tusan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-15/PJ./2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyeto-
ran dan Pelaporan Pajak Pengha-
silan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

— T T R

sehubungan dengan pekerjaan, jasa
dan kegiatan orang pribadi.
Sehubungan dengan peratu-
ran perpajakan yang berlaku maka
ada beberapa batasan yang perlu
diperhatikan dalam mencari rumus
perhitungan menggunakan metode
gross-up. Pertama, biaya jabatan
sebesar 5% dari gaji bruto dan
maksimal diperkenankan Rp. 500
ribu sebulan atau Rp. 6 juta
setahun. Kedua, status karyawan
yang berbeda, sehingga dalam
penetapan PTKP juga berbeda.
Ketiga, tarif pajak untuk PKP
adalah berbeda, dimana untu nilai
sampai dengan Rp. 50 juta memi-
liki tarif pajak 5%; nilai di atas Rp.
50 juta sampai 250 juta memiliki
tarif pajak 15%; nilai di atas Rp. 250
juta sampai 500 juta memiliki tarif
pajak 25%; dan, nilai di atas Rp. 500
juta memiliki tarif pajak 30%.
Metode gross-up untuk
menentukan tunjangan pajak atas
dasar Penghasilan Kena Pajak
(PKP), harus memilih di lapisan
mana metode gross-up digunakan
sesuai dengan lapisan tarif yang
terdapat dalam Peraturan Perpaja-
kan (tarif progressive) (Djuanda &
Lubis, 2010).
Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pjak
akan memberikan manfaat yang
besar bagi perusahaan jika di-
implementasikan secara baik dan
benar, yaitu merekayasa agar
beban pajak (tax burden) dapat di-
tekan serendah mungkin dengan
memanfaatkan peraturan yang ada
tetapi berbeda dengan tujuan
pembuat undang-undang, maka
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perencana pajak sama dengan fax
aooidance karena secara hakekat

ekonomis keduanya berusaha
untuk memaksimalkan penghasi-
lan setelah pajak (after tax return)
karena pajak merupakan unsur
pengurang laba yang tersedia, baik
untuk dibagikan kepada pemegang
saham maupun untuk diinvestasi-
kan kembali (Zain, 2008).
Menurut Lombantoruan
(1996), ada beberapa cara yang bisa
dilakukan oleh Wajib Pajak untuk
meminimalkan pajak yang harus
dibayar. Pertama adalah pergese-
ran pajak (shifting), yaitu pemin-
dahan pajak dari Subyek Pajak
kepada pihak lain Dengan deml-

tidak menanggungnya. Kedua ada-
lah kapitalisasi, yaitu pengurangan
harga Obyek Pajak sama dengan
jumlah pajak yang akan dibayar-
kan kemudian oleh pembeli. Ketiga
adalah transformasi, yaitu cara
pengelakan pajak yang telah di-
lakukan oleh pabrikan dengan cara
menanggung beban pajak yang
dikenakan kepadanya. Keempat
adalah tex evation, yaitu penghin-
daran pajak dengan melanggar
ketentuan peraturan perpajakan
yang ada, misalnya dengan mem-
perkecil penghasilan yang dipe-
roleh dengan cara hanya melapor-
kan sebagian penghasilan yang
diperoleh dengan tujuan agar pajak
yang ditanggung menjadi rendah.
Kelima adalah #ax avoidance, yaitu
penghindaran pajak dengan menu-
ruti peraturan perpajakan yang
ada, misalnya dengan memperkecil
laba dengan cara memasukkan

biaya yang diperkenankan sebagai
pengurang penghasilan dengan
tujuan agar pajak yang ditanggung
menjadi rendah. Keenam adalah
pengecualian, yaitu pengecualian
pengenaan pajak yang diberikan
kepada perseorangan atau badan,
dimana pengecualian pengenaan
pajak di Indonesia diberikan ber-
dasarkan undang-undang,
Menurut Suandy (2003),
langkah-langkah dalam perenca-
naan pajak adalah sebagai berikut.
Mula-inula adalah menganalisis
informasi yang ada, kemudian
membuat satu model atau lebih
perencanaan pajak, dan ketiga
adalah mengevaluasi pelaksanaan
perencanaan pajak. Karena peren-
canaan pajak sebagai suatu peren-
canaan yang merupakan bagian
kecil dari seluruh perencanaan
strategis perusahaan, oleh karena-
nya perlu dilakukan evaluasi tmtuk

Langkah keempat dalam
perencanaan pajak adalah mencari
kelemahan dan kemudian mem-
perbaiki kembali perencanaan
pajak (Suandy, 2003). Terkadang
suatu rencana harus diubah meng-
ingat adanya perubahan peraturan
perundangan, tindakan perubahan
harus tetap dijalankan walaupun
diperlukan penambahan biaya atau
pun kemungkinan keberhasilannya
kecil. Langkah terakhir di dalam
perencanaan pajak adalah memu-

yang perlu dilakukan sebagaimana
oleh masyarakat yang dinamis
(Suandy, 2003).
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Penelitian Terdahulu

Firmansyah (2009) dalam
penelitiannya mengetm penerapan
perencanaan pajak terhadap PPh
Pasal 21 pada sebuah PT di
Surabaya, menyimpulkan bahwa
perusahaan  sebaiknya memilih
tetap menggunakan tunjangan
pajak metode  gross-up, karena
meskipun mengalami penurunan
jumlah PPh Badan, namun jumlah
tax saving PPh Badan pada metode
gross-up lebih kecil i
j tambahan tunjangan PPh
Pasal 21 karyawan yang harus di-
keluarkan oleh perusahaan hingga
labasehelahpajakperusahaﬂnakan
lebih kecil daripada laba setelah
pajak pada metode gross. Persa-
maan penelitian yang sekarang
dengan Yyang terdahulu adalah
teknik analisis yang digunakan
adalah juga men, metode
kualitatif deskriptif. Sedangkan
perbedaannya terletak pada obyek
penelitian, dimana penelitian ter-
dahulu dilakukan di sebuah peru-
sahaan terbatas di Surabaya,
sementara itian saat ini di-
Jakukan di Rumah Sakit (RS) Siti
Aminah Surabaya.

Kurniawati (2008) dalam
penelitiannya mengenai perbandi-
ngan efisiensi PPh Badan antara

metode netto dan
gross-up PPh Pasal 21 pada PT.
Gaka Surabaya, menyimpulkan
pada dasarnya kedua metode
mempunyai persamaan, yaitu
j gaji yang diterima karya-
wan tidak berkurang akibat pemo-
tongan PPh Pasal 21 karyawan.
Yang membedakan hanya pada
pengakuan beban pajak yang

dibayar perusahaan. Jika pada
metode netfo beban pajak yang
dibayar perusahaan tidak diakui
sebagai unsur pengurang laba
tetapi jika mengguna-
kan metode gross-up tunjangan
pajak dapat diakui sebagai biaya
oleh perusahaan karena tunjangan
dapatan oleh karyawan. Persamaan
antara penelitiaan saat ini dengan
yang terdahulu adalah teknik ana-
lisis yang digunakan, yaitu sama-
sama metode kuali-
tatif deskriptif, sedangkan perbe-
daannya terletak pada obyek yang
diteliti. Pada penelitian terdahulu,
perusahaan yang diteliti adalah
yang bergerak di
bidang jasa konstruksi, sedangkan
pada penelitian saat ini yang
digunakan adalah lembaga yang
bergerak di bidang jasa pelayanan
kesehatan.

Penelitian Riadi (2004) ten-
tang tax planning untuk efisiensi
PPh Badan pada PT. Sinar Kencana
Gresik. Penelitian yang dilakukan
pada perusahaan tekstil di Gresik
ini dilakukan dengan memilih
berbagai alternatif dari pemberian
tunjangan kesejahteraan karyawan.
Hasil dari penelitian ini adalah
menggunakan metode gross-up PPh
Pasal 21 akan memberikan dampak
terjadinya penurunan pembayaran
pajak badan atas peru-
ini adalah dengan men
metode gross-up pajak penghasilan
dan pemberian tunjangan makan
makan pada karyawan dapat
menghemat beban pajak penghasi-
lan badai. Persamaan penelitian
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saat ini dengan penelitian terda-
hulu adalah tentang efisiensi pajak
penghasilan dengan menggunakan
metode pemotongan pajak peng-
hasilan PPh Pasal 21 karyawan.
pada obyek yang diteliti. Pada
penelitian terdahulu masih meng-
gunakan PTKP yang belum di-
revisi, sedangkan pada penelitian
saat ini telah menggunakan PTKP
yang baru, sehingga data yang
didapat lebih akurat sesuai dengan
kondisi saat ini.

METODE PENELITIAN

Karena keterbatasan data
untuk menjaga kerahasiaan pihak
obyek penelitian, yaitu RS Siti
Aminah Surabaya atas data gaiji
karyawan tetap tahun 2010, maka
penelitian ini dibatasi hanya pada
perencanaan pajak atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 karyawan
yang sesuai dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan yang mulai
diberlakukan tanggal 1 Januari
2009 dalam rangka meminimalisasi
Pajak Penghasilan yang terutang.
Hal ini juga dimaksudkan agar
penelitian ini lebih fokus pada
salah satu obyek penelitian ter-
tentu, yaitu karyawan tetap yang
memiliki gaji yang termasuk ke
dalam kelompok-kelompok sesuai
formuila gross-uip.

Sumber data diperoleh dari
dari internal pihak rumah sakit,
berupa laporan aktivitas opera-
sional atas gaji karyawan tetap
dengan menggunakan laporan laba
rugi yang didokumentasikan pihak

rumah sakit untuk tahun laporan
keuangan 2010.

Perencanaan pajak dalam
awal dalam manajemen pajak,
yaitu dilakukan pengumpulan dan
penelitian terhadap peraturan per-
pajakan dengan maksud dapat
diseleksi jenis tindakan penghe-
matan pajak yang akan dilakukan
pihak manajemen rumah sakit.

Metode yang digunakan
adalah metode netfo dan metode
gross-up. Metode netto yaitu pemo-
tongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dimana perusahaan menanggung
pajak karyawan secara keseluru-
han. Metode gross-up yaitu metode
pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dimana perusahaan mem-
berikan  tunjangan pajak yang
jumlahnya sama dengan jumlah
pajak terutang karyawan.

Data dianalisis secara kuali-
tatif deskriptif, yaitu dengan mem-
bandingkan hasil perhitungan PPh
Badan antara penggunaan metode
netto dan metode gross-up PPh
Pasal 21. Langkah-langkah analisis
yang dilakukan sebagai berikut.

Langkah pertama adalah
menghitung ulang PPh Pasal 21
karyawan dengan menggunakan
metode netfo. Laporan data gaji
karyawan tetap milik obyek pene-
litian dihitung ulang dengan cara
bahwa gaji bruto satu bulan di-
kurangi biaya jabatan 5% atau
maksimal diperkenankan sebesar
Rp. 500.000,- sebulan atau sebesar
Rp. 6.000.000,- setahun. Kemudian
hasil dari penghasilan netto ter-
sebut disetahunkan, yaitu dengan
cara dikalikan dengan jumlah
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pulan pada tahun takwin dipe-
rolehnya penghasilan. Selanjutnya,
dicari besaran PKP, yaitu peng-
hasilan metto setahun dikurangi
PTKP dan hasilnya dikalikan
dengan tarif, maka diperoleh nilai
PPh Pasal 21 setahun.

kedua adalah
menghitung ulang PPh Pasal 21
karyawan, yaitu laporan data gaji
karyawan, dengan men
metode gross-up. Cara perhitungan-
nya adalah gaji bruto satu bulan

atau maksimal diperkenankan
Rp. 500.000,~ sebulan atau sebesar
Rp. 6.000.000,- setahun. Kemudian
hasil dari penghasilan netto terse-
but disetahunkan, yaitu dengan
cara dikalikan dengan jumlah
bulan pada tahun takwin dipero-
lehnya penghasilan. Selanjutnya
dicari nilai PKPK, yaitu pengha-
silan netfo setahun dikurangi PTKP.

Langkah  ketiga adalah
membandingkan hasil perhitungan
PPh Badan antara pengunaan
metode netto dan gross-up PPh
Pasal 21, yaitu dengan cara mem-
bandingkan besar kecilnya nilai
pengeluaran PPh Badan yang
dibayarkan oleh obyek penelitian
antara penggunaan kedua metode

pihak manajemen dari perusahaan
berupa hasil dari perhitungan
dengan dua metode PPh Pasal 21
karyawan tersebut. Dengan demi-
kian dapat diketahui metode yang
lebih tepat digunakan pada peru-
sahaan yang bersangkutan sesuai
dengan kondisi yang dimilikinya.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang di-
peroleh, kebijakan perpajakan yang
dianut oleh RS. Siti Aminah Sura-
baya selama ini adalah sebagai
berikut. Pertama, dalam aktivitas
pembukuannya, RS. Siti Aminah
buku yang dimulai tanggal 1
Januari dan berakhir pada 31
Desember. Pihak rumah sakit
menyampaikan informasi Pengha-
silan Kena Pajak-nya selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun
fiskal berikutnya (tiga bulan sete-
lah akhir pajak).

Kedua, dalam pemotongan
PPh Pasal 21 terutang karyawan,
RS. Siti Aminah Surabaya menggu-
nakan metode netto, yaitu hutang
PPh Pasal 21 karyawan dibayarkan
oleh perusahaan secara keseluru-
han dan tidak dimasukkan dalam
daftar gaji karyawan sebagai
penambah  penghasilan  bruto
karyawan.
tetap, penelitian ini juga meng-

sumber data berupa
laporan laba/rugi milik perusa-
haan yang dianalisis, baik secara
komersial maupun secara fiskal.

Analisis dengan Metode Netto

Penghitungan PPh Pasal 21
pada RS. Siti Aminah Surabaya
merupakan tugas dari bagian fax
accounting dari badan usaha ter-
sebut. Kebijakan pelaksanaan PPh
Pasal 21 adalah pihak rumah sakit
membayar hutang PPh Pasal 21
karyawannya, atau men
metode netto. Formula perhitungas
adalah total dari gaji setahun, THE
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dan penghasilan bruto, dikurangi
besaran biaya jabatan (sebesar 5%
atau maksimal diperkenankan Rp.
500 ribu sebulan atau Rp. 6 juta
setahun) plus juran THT. Selisih
tersebut merupakan penghasilan
netto, yang kemudian dikurangi
nilai PTKP tahun yang bersang-
kutan, sehingga diperoleh nilai
PKP setahun. Terakhir, nilai PPh
Pasal 21 Terutang setahun untuk
metode netto merupakan hasil
perkalian dari nilai PKP setahun
dengan Tarif Pasal 17.

PTKP atau penghasilan yang
tidak dikenakan pajak, adalah
sesuai dengan jumlah tanggungan
yang dimiliki dalam satu keluarga.
Besarnya PTKP dapat dijelaskan
sebagai berikut. Untuk Wajib Pajak
orang pribadi Rp. 15.840.000,-;
tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin sebesar Rp. 1.320.000,; serta,
tambahan untuk setiap anggota
keturunan sedarah semenda dalam
garis keturunan lurus serta anak
angkat yang ditanggung sepenuh-
nya, maksimal tiga orang untuk
setiap keluarga, adalah sebesar
Rp. 1.320.000,-

Tarif pajak dihitung berda-
sarkan Undang-Undang No. 36
Tahiin 2008 Pasal 17, sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitu-
ngan, diperoleh bahwa besarnya
jumlah PPh Pasal 21 terutang yang
dibayarkan oleh pihak rumah sakit
bila menerapkan metode netfo
adalah Rp. 17.579.625,- dengan
nilai PPh Badan Rp. 24 992.93‘1-

Analisis dengan Metode Gross-up

Metode gross-up merupakan
pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
karyawan yang menerima tunja-
ngan PPh. Tunjangan tersebut jum-
lahnya sama dengan PPh Pasal 21
terutang dan diakui sebagai penda-
patan oleh karyawan. Metode ini
dikembangkan dengan menerap-
kan rumus matematika tertentu
sehingga akan diperoleh tunjangan
PPh Pasal 21 yang sama besarnya
dengan jumlah PPh Pasal 21
terutang, yang mana tidak akan
lagi menimbulkan kekurangan
bayar yang harus ditanggung oleh
karyawan atau pihak rumah sakit.

Secara umum, rumus gross-
up menggunakan perhitungan awal
serupa dengan metode netto, yaitu
total dari gaji setahun, THR dan
penghasilan bruto, dikurangi besa-
ran biaya jabatan (sebesar 5% atau
maksimal diperkenankan Rp. 500
ribu sebulan atau Rp. 6 juta seta-
hun) plus juran THT. Selisih
tersebut merupakan penghasilan
netto, yang kemudian dikurangi
nilai PTKP tahun yang bersangku-
tan, sehingga dipetoleh nilai PKP
setahun.

Berdasar nilai PKP, kemu-
dian dilakukan perhitungan meng-
gunakan metode gross-up. Rumus
gross-up PPh Pasal 21 terbagi dalam
empat lapisan rentang PKP, sesuai
dengan lapisan tarif yang terdapat
dalam Pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan (tarif progresif).
Untuk Lapisan 1, yaitu rentang PKP
setahun sebesar Rp. 1,- sampai
Rp. 47.500.000,-, besarnya tunja-
ngan PPh adalah nilai PKP diku-
rangi Rp. 0,- lalu dikali 5/95, dan
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ditambah Rp. 0,-. Untuk Lapisan 2,
yaitu untuk rentang PKP setahun
sebesar Rp. 47.500.000- sampai
Rp. 217.500.000,-, besarnya tunja-
ngan PPh adalah nilai PKP di-
15/85, dan ditambah sebesar
Rp. 2.500.000,- Untuk Lapisan 3,
yaitu untuk rentang PKP setahun
sebesar Rp. 217.500.000,- sampai
Rp. 405.000.000,-, besarnya tunja-
ngan PPh adalah nilai PKP di-
kurangi Rp. 217.500.000,- lalu dikali
25/75, dan ditambah sebesar
Rp. 32.500.000,- Untuk Lapisan 4,
yaitu untuk rentang PKP setahun
di atas Rp. 405.000.000,-, besarnya
tunjangan PPh adalah nilai PKP
dikurangi Rp. 405.000.000,- lalu
dikali 30/70, dan ditambah sebesar
Rp. 95.000.000,-

Berdasarkan hasil perhitu-
ngan, diperoleh bahwa besarnya
jumlah PPh Pasal 21 terutang yang
dibayarkan oleh pihak rumah sakit
bila menerapkan metode gro
adalah Rp. 19.247.221,- dengan

N

nilai PPh Badan Rp. 20.181.126,-.
Hasil perhitungan ditunjukkan di
dalam Tabel 1.

Lebih jauh, jika mengamati
hasil perbandingan di dalam Tabel
1 tersebut, yaitu tingkat efisiensi
PPh Badan antara penggunaan
metode netfo dan metode gross-up
PPh Pasal 21, secara keseluruhan,
dapat dinyatakan bahwa penggu-
naan metode gross-up PPh Pasal 21
karyawan memberi hasil efisiensi
terhadap PPh Badan yang dibayar-
kan oleh pihak rumah sakit. Hal ini
dikarenakan pada penggunaan
metode netto PPh Pasal 21, jumlah
biaya PPh Pasal 21 karyawan harus
dikoreksi fiskal positif yang mana
bisa menambah laba rumah sakit,
sehingga jumlah PPh Badan yang
dibayar menjadi tinggi. Sedangkan
pada metode gross-up, biaya pajak
yang diberikan dalam bentuk
tunjangan dapat diakui sebagai
biaya yang dapat mengurangi laba
fiskal, dan nilai PPh Badan yang
dibayarkan menjadi kecil.

Tabel1 Perbandingan Efisiensi PPh Badan antara Menggunakan Metode
Netto dan Metode Gross-up PPh Pasal 21

dihadapi pihak RS. Siti Aminah
Surabaya, langkah-langkah yang
bisa dilakukan untuk mengatasi-

PPh Pasal 21 (Rp.) PPh Badan (Rp.)
Metode Netto 17.579.625,- 24.992.931,-
Metode Gross-up 19.247.2%1 - 20.181.126,-
Selisih 1.667.596,- 4.811.906,-
T M Lebih Efisien menggu- Lebih Efisien menggu-
gan nakan Metode Netto nakan Metode Gross-up
Sumber: Data primer diolah, 2011
Pembahasan nya sebagai berikut. Pertama,

kan perencanaan Pajaknya untuk
memperoleh efisiensi penghitu-
ngan pajak secara keseluruhan.
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